
 

 

 
 

BUPATI BERAU 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU 

 
NOMOR      1      TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU                      
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  BERAU, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan 

pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar agar dapat 

dikerjasamakan pada Pihak Ketiga, maka perlu merubah 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar ; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ; 

2. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat  Nomor  3  Tahun  1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat  II  di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953  Nomor  9) sebagai 

Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209) ; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438) ; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia   

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038) ; 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5161) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
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Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5209) ; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tingkat II 

Berau Tahun 1993 Seri D Nomor 5) ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran 

Daerah Kabupaten berau Tahun 2008 Nomor 9) ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  

(Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009  

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8  

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 

Nomor 3) ; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 13). 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU 
 

dan 

 
BUPATI BERAU 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 13            
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

 
 

Pasal  I 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau  

Tahun 2011 Nomor 13) diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu)  

Pasal baru yaitu Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal  12A 

(1) Pemungutan Retribusi khusus Parkir dan Kamar Mandi/WC dapat 

dikerjasamakan. 

(2) Bagian kegiatan Pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan 

adalah perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan 

penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi. 

(3) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud  

pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau. 

 

 

                                              Ditetapkan di Tanjung Redeb 
               pada tanggal   4  Maret   2014 

                  
            BUPATI BERAU, 

 

                ttd 
 

      H. MAKMUR HAPK 
 

 

 
 

Diundangkan di Tanjung Redeb 
pada tanggal    4   Maret   2014 

 
     SEKRETARIS DAERAH 
       KABUPATEN BERAU, 

 
              ttd 

 
    H. JONIE MARHANSYAH 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2014 NOMOR 1 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
PERUNDANG-UNDANGAN, 

 
ttd 
 

Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM 
Pembina Tk. I 

NIP. 19651212 199403 2 008 
 


